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BUPATI PESISIR BARAT 
PROVIRSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR: 9 TABUN 2016 

TElITAlIO 

TUNJAlIGAlI PERUIIAIIAlf PlMPllfAll DAlI AlIGGOTA
 
DEWAll PERWAKILAII RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 

TABUN AlIGGARAN 2016
 

DBRGAlI R.4HMAT TUllAR TAllO MARA BBA 

BUPATI PESlSIR BARAT, 

Menimbang a.	 bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sebagaimana telah 
beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007,menyebutkan 
bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah 
Dinas Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD diberikan tunjan,gan perumahan; 

b.	 bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud huruf a telah 
dia1oka~dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang perubahan ke I Tunjangan 
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Baret Tahun 2016. 

Mengingat 1.	 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 ~ 1'~,'ram~ 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

2.	 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang N<nn()\" ~~ 1'ahun 'lQ04 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 

5.	 Undang - Undang Nomor 27 Tabun 2009 Mejelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2009 Nomor 123,Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

6.	 Undang - Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5234); 

7.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2012 Nomor 231,tambaban lembaran negara Republik 
Indonesia nomor 5364 ); 

8.	 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir 
~ngan undang - undang nGmQ\" 9 tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran 
negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, 
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 
5679); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416), sebagaimana peru.!;)ra.h.fM\. ke~a al;a~ 

peraturan pemerintahan daerah nomor 24 tahun 
2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan 
pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 
2007 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik 
Indonesia nomor 4713); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); 

11.Peraturan Pemerintah NGtnOr 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5104); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana perubahan kedua atas peraturan menteri 
dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah berita negara nomor 
~10~ 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.berita 
negara nomor 694; 

Menetaplam	 Peraturan Bupati Pesisir Baret tentang Tunjangan 
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 
2016. 

BAD I 
KETEllTUAJllJIIUM 

Paaall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat; 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 
3.	 Bupati adalah Bupati Pesisir Baret; 
4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 
5.	 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Pesisir Baret; 
6.	 Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Baret dan telah mengucapkan 
sumpahyjanji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan
undangan; 

7.	 Anggaran Pendapatan dan Daerah Belanja yang selanjutnya disingkat 
APBD adaIah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat; 

8.	 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD 
Kabupaten Pesisir Barat; 

9.	 Rumah Jabatan adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Baret 
beserta kelengkapannya; 



10.	 Rumah Dinas ada1ah bangunan tempat tinggal yang disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat 
beserta kelengkapannya; 

11.	 Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang dibayarkan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum 
dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi 
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. 

BABU 
ASAS 

Paaal2 

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan 
atas asas: 

a.	 Asas Kepatutan; yaitu mempertimbangkan bahwa Tunjangan 
Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh 
Iebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang 
ditempati ~leh Pimpinan DPRD apahila diaewakan·, 

b.	 Asas Berjenjang; yaitu Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih 
besar dari Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD dan Tunjangan 
Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak Iebih besar dari Tunjangan 
Perumahan Ketua DPRD serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari Tunjangan Perumahan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Lampung; 

c.	 Asas Kewajaran; yaitu pembayaran tunjangan perumahan harus 
mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan Iokasi bangunan 
rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 
Besarnya Tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari 
harga sewa rumah yang berlaku urnurn untuk jenis rumah berdasarkan 
standar fisik/konstruksi yang ditetapkan; 

d.	 Asas Rasionalitas; yaitu pembayaran tunjangan perumahan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan bahwa besarnya 
tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh 
bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah 
jabatan Pimpinan dan / atau rumah dinas Anggota DPRD. 

BABW 
BBBTUK DAIf BBSARNYA TUl'IJAlfGAIf PER1JMAIIAJf 

Pual3 

(I)	 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibayarkan 
dalam bentuk lurnpsurn yang dibayarkan setiap bulan dalam Tahun 
Anggaran 2016. 

Paaal4 

(1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 
sesuai Standar Satuan Harga Sewa yang berlaku umum; 



(2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- / bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan; 
c. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- / bulan; 

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
tennasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon; 

(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh). 

BABIV 
PEllBEBAlIAB DAB PEMBA.YARAII 

PaaalS 

(1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 
dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

(2) Tata cam pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

t. 

Ditetapkan di Krui 
Pada tangga1 o~ - 0.2. - 2016 

Pj. SUPAT! PESI81R BARAT, 4 

5 t 
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. KA8Di .. ..I 

pada tanggal o~ - oJ. - 2016 

l\RlS Dl\E H
 
l\TEN PESISIR BARAT,
 

3 ASSISTEN 

2 ASSISTEN 

1 SEKDAKAB 
NO JABATAN 

FREDY.8M 
BERlTA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARATTAHUN 2016 NOMOR ; 


